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Tesisini membahas konsistensi pengakomodasian partisipasi publik sekaligus esensi partisipasi publik itu
sendiri dalam pelayanan publik melalui standar pelayanan berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mengingat ketentuan mengenai standar pelayanan dalam
UU Nomor 25 Tahun 2009 berpotens membuka celah terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara
melalui dalih penyelenggara layanan tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan sehingga
mereduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis
normatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki
fungsi legislas yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan
salah satu produk legislasi yang terkoneksi langsung dengan publik sehingga erat relevansinya dengan
persoalan konsistensi pengakomodasian partisipasi publik. Namun DPR RI sebagai representasi publik yang
memiliki keharusan mengakomodasi partisipas publik, inkonsisten dalam menjalankan fungsi legislasi yang
melekat fungsi representasi di dalamya. Inkonsistensi DPR tersebut berakibat pada rumusan final Pasal 20
ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 yang kontraproduktif bahkan inkonstitusional. Adapun esensi partisipasi
publik dalam standar pelayanan adalah upaya demokratisasi yang dilakukan oleh publik untuk
memperjuangkan hakikat eksistensinya sebagai warga negara yang menghendaki partisipasi aktif dalam
pelayanan publik.

<hr><i>This thesis would like to analyze about accommodation consistency of public participation as well
as public participation in the law of Public Services number 5 year 2009 based on operational standard
chapter 20 article (1). Recollecting the provisions about operational standard in the law number 25 year
2009, it potentials in giving access about the manipulation of fulfillment citizens right in pleathe service's
promoter cannot afford to organize as well as to define the operational standard, therefore it could reduce the
essence of public participations to public services. It isanormative juridical research.

The former research concluded that Indonesian House of Representative (DPR RI) has legislative function
which runs in structures of citizens representations. The law number 25 year 2009 is one of legidative
product in direct connection to public, so that having firm relevance with the matter of public participation
in accommodation consistency. However, DPR RI should give access to public participants as citizen
representative instead of having inconsistency in undertaking the duty in legidative. As aresult, the DPR
inconsistency affectsto final law chapter 20 article (1) number 25 year 2009. It is contra productive yet
incontestable. The goal of public participation in operational standard isto make democratization effort by
the public to struggle for their existence as citizens who desire actively participate in public services.</i>
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